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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO i,

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELARSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,
bahwa untuk melaksanekan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tahun 2020

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
periu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelakeanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
uraian lebih lanut dan Perlanggungjawaban
Pelakzanaan Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019,

1., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan,
Kabupaten Dati M Lampung Timuar dan Kotamadya
Dati 1T Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825), -

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidiktan MNasional (Lembaran Negara
Republik  TIndonesin  Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301}; :

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomeor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanpggung . Jawab
Keuangan Nepara (Lembaran Negara REepublik
Indonesia Tahun 2004 Nemor &6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}
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Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentung
Sistern Perencanaan  Pembangunan — Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesis. Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (entang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndoncsia
Nomor 4435},

Undang-Undang MNomor 28 Tabun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerash (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5049}

Undang-Undang Womor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 RNomor 244, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbhagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indoncsia Nomor HE7Y);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000
tentang Keodudukan Keuangan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 210, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Momaor 23 Tahun 2005 tentang
Penpelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umuam
{Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4502) schapgaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahuan 2012
Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33-40);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran NMegara Republik Indonesia Nomor 457 5],

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang
Sistern  Informasi  Keuangan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesa
Nomor 4576) sehagaimana telah diubah dengan
Perulurun  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
{Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Uang Negara /Daerah [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negars Republie Indonesia
Momar 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4864}

Peraturan Pemerintah Momor S Tauhun 2009 tentang
Banmian Keuangan Kepada Partai Politik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberisn dan Pemanfaatan TInsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Hetribusi Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Imdonesia Nomor 5161}

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomaor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negars
Rcpublik Indonesia Nomor 327 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara [ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahatt Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533] sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerinigh Nomer 28 Tahun 2020
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor B323),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indomesia  Tahun 2017 Nomer 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keusngan dan Administratif Pimpinan
dan Anggotds Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Momor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 60O57),
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran  Negara
Republik TIndonesia Tahun 2018 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 178},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Nepura Republik Indonesia
Nomor 6322];

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagmimana telah diabah beberapa kali
lerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ({Rerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomar 310}

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomeor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan
Bantuan Sosial yang hersumber dan Anggaran
Pendaopatan dan Belanja Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 450]
sehagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 (Berita Negura Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1360);

Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor &% Tahun
2013  tentang Penerapan Standar  Akuntansi
Pemerintaban  Berbasis Akrual pada Pemerintah
Dacrah [Berita Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 14235);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 20158
Nomor 701}

. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahum 2010

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
[Lembaran Daerabh Kota Metro Tahun 2010 Nomeor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Dacrahb
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019
{Lemnbaran Dacrah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Mctro (Lembaran Daerah Kota Metre Tahun 2017
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 3);
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33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tabun 2018
tentang Pengelolaan Barang Deerah  (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14,

34. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2018
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun  Anggaran 2019 (Lembaran Deaerah Kota
Metra Tahun 2018 Nomor 15);

35, Peraturan Dacrah Kota Metro Momor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran FPendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20119 (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor &);

36. Peraluran Daerah Kota Metre Nomor 1 Tahun 2020
lentang Pertanpggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 [Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2020
Momaor 1, Tambshan Lembaran Daerah Kota Metro
Momaor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEN.JABARAN
PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019,

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anpgaran 2019 terdiri
atas;

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 176.199.324 . 166,39

b. Dana Perimbangan Rp  733.730.339.0809,49
c. Lain-lain Pendapatan Rp 17.187.070.581,62
vang sah o
Jumlah Pendapatan Rp 927.116,733.837.50
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1} Belanija Pegawai Rp 322.844 097.047,00
2] Belanja Hibah Ep Q. 277,604, 102,00
3] Belanja Bantuan Sosial Rp 1.745, 0040, 000,00
4] Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
5) Belanja Bantuan Ep 2.055.734.387 .00
Keuangan
&) Belanja Tidak Terduga Ep 42 495 (00,00

Rp 335.964.930.536,00
b. Belanja Langsung

1} Belanja Pegawai Ep 41.387.148.051,00

2} Belanja Barang dan Rp 317.687.319.425,74
Jasa

3) Belama Modal Ep  209.524 948.200,28

Rp 5658.599.415677.02
Jumlah Belanja Ep 904.564.346.213,02
Surplus/{Defisity  Rp 22.552.387.624 48
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp  853.632.524.280,34
b. Pengeluaran Pembiavaan Rp 2.000.000,000,00

Pembiayaan Netto  Rp 83.632.524 280,34

Sisa [ehih Permmbiayaan Anggaran ﬁp ‘JCI-E.. 1584 911.904,82

Fasal 2

Ringlkasan laporan realisasi anggaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal |
lereantilm dalam Lampiran | Peraturan Wahkola ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinei lebib lanjul ke dalam penjabaran laporan realisas: anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran IT Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Tampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yvang lidak erpisahkan dari Peraturan Walikota mi.

Paszal &
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengelahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Metro,

Ditetapkan di Metro
pada Langeal 2% A‘g\-'l‘;;’l-'»:- 200240

WALIEOTA METRO,

b A

ACH PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada langgal G P@uﬂ-ﬁ; 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR =7



